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Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan orgamsasl \ enhtah yang tepat —

fungsi, tepat proses dam &p’aﬂ ukurdn | rﬁg,“pendtaan ke.mﬁah
struktur tugas, fuﬁg& ) @at daer‘al!il W\
b. bahwa dalajr?. rangka perbaukl ma/ayesﬁaxkan struktur
dan— pr?ses .orgamsa yang  sesuai dengan lingkungan
7 Jstratcgwn)far ‘perlu eiakukan penyempurnaan dan
, | [ﬁcnyesua:lqn terhadap tuga(s dan fungsi perangkat daerah;
-!"\ é;{ bahwa berdh arken  pertimbangan sebagaimana dimaksud
- H ". dalam_ huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
| Bupati’ tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
’F‘ungm Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;

o~

//-”"/Me'ngingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




/
)

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);

. Peraturani Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perat

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l-tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-und;ngaﬁ (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Ngmor/t9§

. Peraturan Menteri Dalam Negerl,}«lﬁmo:r gd\[( !1'1 2015 tentang -

Pembentukan Produk Hul;um Dat;r agaimana telah’
diubah dengan Pera cmten b fﬁegerl Nomor 120
Tahun 2018 A U T

ur ,Pefrangkat daerah Provinsi dan
aerah K bup ten/ Ko a g ‘Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyeleng efra!an Umsan ‘Pemerintahan;

8. Peraturarl Nﬂenten Negerrﬁmﬁor 5 Tahun 2017
’geqtang an Na

‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang

I j L P‘eglbmaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

0. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016

Menetapkan :

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN JEMBER.




BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

8
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jember.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian dan— -
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jem/bef
Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Bagian “Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Mamya/i(ab”}q&ttan Jember.
Kepala Sub Bagian adalah Kepala’ “Sub/ hdgiaﬁ pada Badan

Kepegawaian dan Pengqmbgngan Sufrﬂﬁer\ Daya Manugua' -

Kabupaten Jember. ,,,r-";-:r i — \(V T
Kepala Seksi _adalah’ Ke.p Seksi paqa/@ﬁdap/!(epegawalan

ar}gan Sumbe aya Man g/}{ébupaten Jember.

. Unit” ‘ﬁrﬂak na Teknis Da}: ﬁh yang “selanjutnya disingkat UPTD

1a'$§abupat£m ~Jember.

- ,«\e{iala PTD Badan Kep awaian dan Pengembangan Sumber

pala UF D adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan
KepegaWauan ‘dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

J Kabuﬁaten Jember.
IZ/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan  di
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan.

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian,

(2)

(3)

(4)

Pendidikan dan Pelatihan;




s

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

d. pelaksanaan administrasi daerah di bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

a. Kepala Badan; e

b. Sekretariat, membawahi : =
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; - "
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelgppr;fn dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pengadaan, Pembpﬂ’f
membawabhi : //'r ~11| |

1. Sub Bldanch'n rtéry dan Ptelﬁl
3 Subfj?ndangD an Ihform
dEub ﬁldang Fasili i ofgsgfsN/
d Bl Ig utasi dan dmosj nembawahi :
/ | || Lﬂz idang Mut;a.m/
TAURE 2 S iBLdang Kepangkatan; dan
| A \ & SﬂbBldang Pengembangan Karier dan Promosi.
/ \\ex Btdang Pengembangan kompetensi Aparatur
L L membawahi :
~ 1. Sub Bidang Diklat Penjejangan dan Sertifikasi;;
2. Sub Bidang Diklat Teknisi Fungsional; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
membawahi:
1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Fungsional;

2. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Struktural; dan
3. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
g. UPTD; dan
h. Keloiipok Jabatan Fuinigsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.




(1)

(2)

(2)
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BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan administrasi umuin, Kepegawaian,
perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat(1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan//
dukungan administrasi umum, kepegawaian,
perencanaan dan Keuangan di Imgkungan Badan

b. pengkoordinasian pelaksanaan }ga/ /-dan dukungan

administrasi  umum, kepg’gaw 1a/rf ~~ | perencanaan

pelaporan dan Keuwn dl lmgku h@adan g

pemantauan e@ pehpb“\an a‘ ' dan guk‘ifngan

administrasi  un | kepegayvaﬁm/ ~perencanaan

-~ |

/pa/ or}sm dan l:; n i LJDM&D Badan;
1| _ps i

0

fm rdihas elglaén barang milik daerah dan
ﬁfg milik | Jncg&i‘a yang menjadi tanggungjawab
| Badankdan,
‘e. nyusunan laporan pertanggungjawaban atas

- -”"pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pagal §

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan

kerumahtanggaan Badan, pengelolaan asset Badan,

Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan  administrasi surat yang meliputi
penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;

b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
Badan;

¢c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan
dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya

d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;




(1)

(1)

- e

e. penylapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis
jabatan di lingkungan Badan;

f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,

pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;
h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan

aset/barang milik daerah; dan
1. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian
dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 e
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 6 T
/"" ./-\

Sub Bagian Perencanaan dan/P’glapo{a lrhenapunyal tugas
mengkoordinasikan p/ngejﬁla/an da’ca ‘? n}ﬂapaxp bahan dan”
penyusunan dok.).tlﬂjl{f' erencanaarr ‘dai{\vpei,aipo,ran serta
melaksanakan tugas lai )l'ang dlbcr; ekretaris.

Untuk™ :;nel}aksanakan as seba merna dimaksud pada

,---j'ayét, (1}, Sub Bagi Pererfcanaan dan Pelaporan

mem ai fungsi: | |
\ | E L?L pulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

p 3 ncanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;

b pengumpulan pengolahan dan penyajian data informasi
~ OPD;

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup Badaii,

f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanan tugas.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 7
Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas
mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Badan,

pengadministrasian dan pelaporan keuangan  serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

il




(2)

i .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.

b.

penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung,
belanja tidak langsung;

pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi keuangan daerah;

pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban
keuangan;

pelaksanaan  verifikasi  kelengkapan  administrasi
permintaan pembayaran;

penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsilisasi

data keuangan secara periodik dengan BPKAD; o
penyiapan bahan monitoring realisasi penerim /&H’ “dan
pengeluaran,; _—
pelaksanaan pengumpulan /,Bahén dan

mengkoordinasikan dan me/mda]ldfmntj laporan hasil
pemeriksaan,

pengkoordmaman/g/ pecnyusum%n lg‘poran keuangan

dan —— L

pértdngétingﬁwaban atas

- Kediii

" *dm#g Pefng(daan, Pemberhentian, dan
| f\) \| | - Informasi
- \\ Fasai 8
L /(;r]//Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi
melaksanakan tugas menyusun, merencanakan,

pengadaan, pemberhentian dan informasi Aparatur Sipil
Negara (ASN) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi,
mempunyai fungsi meliputi :

a.

b.

= 0

Pelaksanaan perumusan kebijakan pengadaan,
pemberhentian dan informasi,

Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan
jumlah jabatan untuk pengadaan,;

Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;

Pelaksafiaan perigkoordiniasian administrasi
pemberhentian;
Pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi

pemberhentian;
Pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;
Pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan

pemberhentian dan pengolahan informasi;dan




e

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
Pasal 9

(1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai

tugas menyiapkan bahan pengadaan dan pemberhentian,
dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian

mempunyai fungsi meliputi:

a. Pelaksanaan perencanaan pengadaan;

h. Pelaksanaan penyusunan konsep pelaporan _daf
pengadaan; g B

c. pelaksanaan pemrosesan dokumen pember‘fentian;
d. pelaksanaan pengevaluasi dan pel { 'p ngadaan dan

pemberhentian; dan T \ " S ‘
e. penyusunan lap /orecb, pertaq%'pﬂg;awaban ﬁtas/ .
pelaksanaag% ; B

~ 1 . AN I
~ A ” ] Fa li. || “V—\*!—/”’//
nikr - il

'\,13 i

A(” Sub Bcfarlg Dafa dan Informasi mempunyai tugas

|\

| Zmenﬁa “bahan data dan Informasi pegawai, serta

1 7"_ ~/mc1aicsanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

-~ Bldang
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bidang data dan Informasi mempunyai fungsi
meliputi:
a. Pelaksanaan perencanaan pengembangan  sistem
informasi kepegawaian,;
Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
Pelaksanaan penyusunan data kepegawaian;
Pelaksanaan evaluasi sistem informasi kepegawaian;dan
penyusunan laporan pertanggungiawaban atas
pelaksanaan tugas.

o nog

Paragraf 3
Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
Pasal 11

(1) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas
melaksanakan dan merencanakan falisitasi profesi ASN serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.




(2)

(1)

(1)

(2)

'a” pel

"

Untuk melaksanakan tiugas sebagaimana diffiaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN mempunyai
fungsi meliputi:

a. Pelaksanaan perencanaan fasilitasi Keleinibagaan piofesi
ASN (Korpri dan lembaga profesi ASN lainnya);

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umuim,
kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk
mendukung tugas dan fungsi lembaga Profesi ASN;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian tata hubungan Kkerja
disetiap jenjang kepengurusan; dan

d. penyusunan laporan  pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Mutasi dan
Promosi e
Pasal 12 s

Bidang Mutasi dan Promosi, L eu{punym tugas
melaksanakan, merumuskan; men ofdma:sikan bidang
mutasi dan promos1 /segj;a fugas ‘la}rﬁ ang dibenkan oleh™
Kepala Badan. — "/‘I - \ \K e
Untuk me}aﬁsanakam uéa.s sebag{guﬂaﬁa{dnhaksud pada
ayat” 11); Blj:lang Mutasl arl Prbmom" me’mpunyal fungsi :

:11{ naan perumpsan Kebijakan mutasi dan promosi;
b;. pele}lﬁ aan QF‘ plcﬁggaraan proses mutasi dan
| promosj; | — _—

el pel kSanaan pengkoordinasian pelaksanaan mutasi dan

promo.,1,

—d. pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;

e. pelaksanaan pengevaluasi dan pelaporan mutasi dan
promosi; dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bidang Mutasi
Pasal 13

Sub Bidang Mutasi, mempunyai tugas melaksanakan
dan merencanakan mutasi serta tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Mutasi mempunyai fungsi meliputi:
a. pelaksanaan dan merencanakan mutasi;
b. memverifikasi dokumen mutasi
c. inielaksanakan administrasi dari dan dalam jabatan
pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan
d. membuat daftar penjagaan pensiun
memproses dan memverifikasi dokumen usulan peisiun
f. pemrosesan administrasi pembuatan kartu TASPEN;

cow??

-

—

/
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g. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi;

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bidang Kepangkatan
Pasal 14
(1) Sub Bidang Kepangkatan, mempunyai tugas

melaksanakan verifikasi dan mengusulkan kenaikan

pangkat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Sub Bidang Kepangkatan mempunyai fungsi

meliputi :

a. pelaksanaan pembuatan daftar penjagaan kenaikan -
pangkat; ~
pelaksanaan verifikasi berkas usul kenaikan gkat;

c. pelaksanaan pengusulan berkas kenaikanﬁi::at;

d. pelaksanaan verifikasi draft - Kepu fisan  kenaikan
pangkat; o T ’/ T
pelaksanaan pemlpses/ ﬁenaukan Ji\herkala o

e I

pelaksanaan uji 3]£ dem "u;‘ fyest.nalar;, ah;
g. pelaksanaarr e?uL ‘dan pql ran”hasil kegiatan

. ﬂ(atan da
L jﬁ pe;:P:&man la cr %m pcrtanggun.awaban atas

I/\ T el fdnaan tug,aS/
!/[\ " | L ~_ " Paragraf 3
5 Sgl} Bid.ang “engembangan Harier dan Promosi
> Pasal 15

(1) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi
mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun pedoman
dan mengevaluasi, memverifikasi penembangan karier dan
promosi pegawai serta ftugas lain yang diberiKan oleh
Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi
mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan penyusunan pedoman pola pengembangan
karier;

b. pelaksanaan penyusunan daftar ututan kepangkatan;

c. pelaksanaan analisis dan verifikasi berkas usulan
promosi,

d. pelaksanaan pembuatan konsep seleksi jabatan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan
karier dan promosi; dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

/

-~

//




(1)

(2)

(1)

(2)

=31

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Hompetensi
Aparatur
Pasal 16

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai

tugas melaksanakan dan merumuskan penyelenggaraan

pengembangan kompetensi aparatur serta tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaiimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perumusan Kebijakan pengembangan
kompetensi; —

L~
—~

b. pelaksanaan penyelenggaraan peng;:mbé’ngan
kompetensi; ,/j .

c. pelaksanaan pengkoordmaman dan kijasama seleksi
jabatan; ,.-/ 7 !/\

d. pelaksanaan perencanaaa Kebutq aanliit penjejangan
dan sertifikasi; — IBAW! \(V ™

e. pelaksapaan fasﬂlta; (Eklat tekmb,fhl\ﬁ

/pf:lfrksanaan e aiuasna}i/ —dan pelaporan

'ﬁ‘&gﬁfmbangan l{o pE ensvd/arr
gfpenyusﬂman la pertanggung]awaban atas
pélakbapa%x;tugarsr

Paragraf 1

BubBidang Diklat Penjejangan dan Sertifikasi

Pasal 17

Sub Bidang Diklat Penjejangan dan Sertifikasi
mempunyai tugas menyusun, mengevaluasi dan
mengkoordinasian kebutuhan diklat, serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Diklat Penjejangan dan Sertifikasi
mempunyai fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan penyusunan daftar kebutuhan diklat
penjejangan;

b. Pelaksanaan inventaris data calon peserta diklat
penjejangan
Pelaksanaan usulan peserta diklat penjejangan,
. pelaksanaan peserta sertifikasi sesuai bidang Keahlian,
pelaksanaan koordinasi dan kerjasama diklat;
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar bagi CASN;
. pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama diklat;
. pelaksanaan pengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan
diklat; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

ToR ot 0 o0
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Paragraf 2
Sub Bidang Dikiat Teknis Fungsionai
Pasal 18
(1) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan dan rencana
penyelenggaraan diklat, mengkoordinasikan dan

menyelenggarakan kebutuhan diklat serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai
fungsi meliputi:

a. Pelaksanaan penyusunan daftar kebutuhan diklat teknis
fungsional; o

b. Pelaksanaan inventarisasi data calon peserta” diklat
teknis fungsional, =

c. Pelaksanaan pengusulan pcs;:r’ca// dlklat terknis
fungsional; — ( Q|

d. Pelaksanaan koordi &Sydan/ ?lﬂ;s ma | pelaksaryn/ ~

i

dikiat teknis fungs |
a. Pe!aksanaan eva.li‘jlivdam pélaf)%kn//bas’f kegiatan
gxkl/ gdan |
. ;: “pe !usunan ian » pert’anggung]awaban atas
'Pel s;Jnaan tuga

] Paragraf 3
| v/ U ﬂub Bidang Pengembangan Kompetensi
' — Pasal 19

’/‘(’1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas

melaksanakan bahan kebijakan dan rencana
penyelenggaraan pengembangan Kompetensi serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidaiig.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai
fungsi meliputi:

a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan
kompetensi,

b. pelaksanaan verifikasi berkas usulan kompetesni terknis,
manajerial dan sosial;

c. pelaksanaan analisis metode yang akan digunakan
dalam pengembangan kompetensi aparatur;

d. pemrosesan penerbitan surat tugas belajar, ijin belajar
dan keterangan memiliki ijazah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan
pengembangan kompetensi; dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.
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Bagian Kelima
Bidang Penilajian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan

Pasal 20

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan upaya

peningkatan penilaian kinerja aparatur serta dan

Penghargaan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan -

Penghargaan, mempunyai fungsi: e ‘

a. pelaksanaan perumusan kebijakan penilaian km)}a’d/ an
penghairgaai,

b. pelaksanaan perencanaan kegiatan ai kmerja dan
penghargaan,

. pelaksanaan pcngkoord inir ﬁegﬁt : k)enkTalan kinerja; /"/

. pelaksanaan evaluasi. hasﬂ pem,lalp \G\qrja, —

. pelaksanaan- v’ariﬁ}{;Hl ﬁsulan pénﬁberi( Jeggha/gaan

f. pelaksan aan Koordinasi usulan p¢m3¢baa1’penghargaan

/g. p,e}a sa.Iaan eva ua‘ﬁ an ;ielapﬁraﬁ penilaian kinerja

dan perighatgaan; %ﬁ;
3 sunan appran pertanggungjawaban atas
aﬁanaan ‘tugas,

L
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=~ Paragraf 1
Sub Bidang Penilaian dan Evalusi
Kinerja Aparatur Fungsional
Pasal 21

Sub Bidang Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur

Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

penilaian kinerja aparatur untuk fungsional serta tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bidang Penilaian dan Evalusi Kinerja

Aparatur Fungsicnal mempunyai fungsi meliputi :

a. Pelaksanaan perencanaan penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur untuk fungsional;

b. Pelaksanaan pembuatan informasi terkait indikator
penilaian kinerja aparatur untuk fungsional;

c. Pelaksanaan analisis hasil penilaian kinerja aparatur
untuk fungsional,

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penilaian
kinerja aparatur untuk fungsional; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan tugas.
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Paragraf 2
Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kineria

Aparatur Struktural
Pasal 22

(1) Sub Bidang Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur
Strukturai mempunyai tugas serta melaksanakan
kegiatan penilaian kinerja aparatur serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur Struktural mempunyai fungsi meliputi :

a. Pelaksanaan perencanaan penilaian dan evaluasi
kinerja aparatur untuk struktural;

b. Pelaksanaan pembuatan informasi terkait indikator—

penilaian kinerja aparatur untuk struktural; //’//

c. Pelaksanaan analisis hasil penilaian&erja/ /éparatur
untuk struktural; '

d. Pelaksanaan evaluasi dan pe-lra pas1l penilaian
kinerja aparatur unu.gath/akw

e. penyusunan lapor;

lak "'
pe a’s/erig'gll}'rtugﬁﬂ L/I

HANTS L;
A\ =
f3; L~ //

Mnghrgaan

[\'\ (1) Sub Elu:iaf'lg Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas

| ’ || melaksanakan kegiatan peningkatan disiplin dan

I —penghargaan dan melaksanakan tugas lain yang

,_li'/'*"’ diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

mempunyai fungsi meliputi :

a. Pelaksanaan perencanaan dan melaksanakan
pembinaan aparatur;

b. Pelaksanaan verifikasi tingkat kehadiran aparatur;,

c. Pelaksanaan hukuman disiplin aparatur;

d. Pelaksanaan penyusunan dan memproses usulan
pemberian penghargaan'
Kartu Suami/Suami;

f. Pemrosesan administrasi cuti pegawai,

g. Pelaksanaan pengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
dan

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan tugas.

q&{&ﬁuﬁgj awaban _atas B
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BAB IV
UPTD
Pasal 24

(1) UPTD merupakan wunsur pelaksana teknis Daerah
operasional Badan.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian
tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V o
KELOMPOK JABRATAN FUNGSIONAL B
Pasal 25 =

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiii atas—Sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fung terbagi
dalam berbagai kelompok i dc/n?an bidang
keahliannya. o (

A /o \

(2) Setiap kelompok d1p1m "queh S€0 F‘naga fungs;oaél/
senior yang guaﬁgka}; l‘[Biupati. ,f \W AT

(3) Jems 3 n}ang ‘dap _jumlah | a@f&( ~ fungsional

:Eﬁ aleh B bii bcrdgarkan kebutuhan dan

/ | beb c’npa, Scsuaq qr uran perundang-undangan.

l |

P ,/\ “IL “maBvr
o | o TATA KERJA
- Pasal Z6
f L'(LL /Dalam melaksanakan tugas pokok dan funginya, Kepala
,,/’ Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
/_/// Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional
/,//"" wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing - masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib
mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang
diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi
bertanggungjawab memimpin dan  mengkoordinasi
bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada
atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan

e
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dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Pasal 27
Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum
pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 28
(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
atas wusul Sekretaris Daerah sesuai dengan
perundang- undangan.
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bidang diangkat dan diber 1
Pegawai Negeri Sipil yan
Kepala Badan melalui
peraturan peru

\
' d merupakan Jabatan Eselon II b atau
impinan Tinggi Pratama.

etaris merupakan Jabatan Eselon III a atau

abatan Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Il b

atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala

UPTD merupakan Jabatan Eselon IVa  atau Jabatan

Pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan
Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 60),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal 8 Maret 2021
BUPATI JEMBER, i
ttd e
HENDY 8
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=1 Fi e
A %/ \ | l[\ il
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN Z0Z1 NOMOR 272




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
TAHUN 2021

NOMOR : 2%

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JEMBER

KEPALA BADAN

>3

Kelompok Jabatan Fungsional eimetiang
[ —— mp——- .|
Sub Bagiafi ) f Sub Bagian | | Sub Bagian
Umumdan Perencanaan dan Keuangan
chegaivahdn Perl_aporan
;. 1. i { / ,’\ 1 ‘ ]
I l T L [ WA I
Bidang Bidang - /B’ dang _ Bideng
Penigadaan, Pemberhentian, Mutasx dari Promosi Pczigembangan Kompetensi Penilaian Kinerja Apartur
dan Informasi . Aparatur dan Penghargaan
Sub Bidang ' =f.‘ || iSubiBéﬂangl Sub Bidang ~ SubBidang
Pengadaan dan - LT Mutasi Diklat penjejangan dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Pemberhentian “,“ v B Sertifilcasi Aparataur Fungsional
> : Sub Bidang Sub Bidang
Sub Bidang . . . Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Sub Bidang Kepangkatan Diklat Teknis Fungsional Aparatur Struktural
Data dan Informasi
- _ Sub Bidang
P i‘;g Bldaéﬁ_ier i Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
CREEET N Pengembangan Kompetensi

~Sub Bidang Fasilitasi
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Promosi

UPTD
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